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PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22/PERMEN-KP/2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN 

PERIKANAN NOMOR PER.10/MEN/2011 TENTANG IZIN BELAJAR BAGI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar Bagi Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan belum sepenuhnya mengakomodir Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi;   

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);   

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar bagi Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 146), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar 

bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 572);   
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7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521); 

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 317); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI 

KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.10/MEN/2011 

TENTANG IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. 

 

Pasal I 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 146) 
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yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan: 

a. Nomor PER.23/MEN/2012 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 1147); 

b. Nomor 17/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 572); 

diubah sebagai berikut:  

 

1. Ketentuan angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 10   

Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat 

yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya 

sendiri dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari 

sebagai PNS. 

2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat 

PNS, adalah pegawai negeri sipil pada Kementerian. 

3. Pegawai Izin Belajar adalah PNS di lingkungan 

Kementerian dalam status mendapatkan izin belajar. 

4. Kementerian adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kelautan dan perikanan. 

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kelautan dan 

perikanan. 

6. Badan adalah badan yang menyelenggarakan tugas 

teknis di bidang riset dan sumber daya manusia 

kelautan dan perikanan.  

7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Sekretaris 

Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur 

Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian. 

8. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan unit kerja 

eselon II atau Kepala UPT di lingkungan 

Kementerian. 
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9. Sekretariat Unit Kerja Eselon I adalah Biro Sumber 

Daya Manusia Aparatur, Sekretariat Direktorat 

Jenderal/ Sekretariat Inspektorat 

Jenderal/Sekretariat Badan di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

10. Lembaga Pendidikan adalah perguruan tinggi 

sebagai tempat dilaksanakannya pendidikan. 

 

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 9 

(1) PNS yang akan mengikuti Izin Belajar harus 

mengajukan permohonan kepada pimpinan unit 

kerja untuk mengikuti seleksi/tes masuk lembaga 

pendidikan dengan menggunakan Form 2 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(2) Pimpinan unit kerja berdasarkan permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan 

evaluasi yang disesuaikan dengan rencana 

kebutuhan. 

(3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) sesuai dengan rencana kebutuhan, 

pimpinan unit kerja memberikan rekomendasi 

untuk mengikuti seleksi/tes masuk Lembaga 

Pendidikan. 

(4) Apabila hasil seleksi/tes masuk Lembaga Pendidikan 

dinyatakan diterima, PNS yang bersangkutan 

menyampaikan permohonan Izin Belajar kepada 

pimpinan unit kerja menggunakan Form 3 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini dengan melampirkan: 

a. surat pernyataan, dibuat dengan menggunakan 

Form 4 sebagaimana tersebut dalam Lampiran 
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